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MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR  10  TAHUN 2005

TENTANG

PEDOMAN PENDATAAN DAN PEMBERIAN SURAT KETERANGAN PENGGANTI DOKUMEN PENDUDUK
BAGI PENGUNGSI DAN PENDUDUK KORBAN BENCANA

DI DAERAH

BERDASARKAN TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang
:
a.
bahwa dengan terjadinya bencana di suatu daerah, telah mengakibatkan banyaknya penduduk yang mengungsi atau pindah ke daerah lain tanpa dilengkapi dokumen penduduk;

b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan kejelasan identitas penduduk bagi pengungsi dan korban bencana di daerah yang kehilangan dokumen penduduk, perlu dilakukan pelayanan pendataan penduduk dan penerbitan Surat Keterangan Pengganti Dokumen Penduduk;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pendataan dan Pemberian Surat Keterangan Pengganti Dokumen Penduduk Bagi Pengungsi dan Penduduk Korban Bencana di Daerah;

Mengingat
:
1.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

2. Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;

3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2002 tentang Teknik Penyusunan Produk-Produk Hukum di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;

4. Keputusan Mented Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2002 tentang Bentuk Produk-Produk Hukum di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri:

MEMUTUSKAN :

Menetapkan 
:
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN PENDATAAN DAN PEMBERIAN SURAT KETERANGAN PENGGANTI DOKUMEN PENDUDUK BAGI PENGUNGSI DAN PENDUDUK KORBAN BENCANA DI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Formulir pendataan adalah formulir yang berisi elemen biodata penduduk yang dipergunakan untuk melakukan pendataan para pengungsi dan penduduk korban bencana di daerah.

2. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas yang selanjutnya disingkat SKPT1 adalah surat keterangan identitas sementara yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota yang diberikan kepada pengungsi dan penduduk korban bencana di daerah sebagai pengganti tanda identitas yang musnah.

3. Pengungsi adalah orang/sekelompok orang yang atas kemauan sendiri atau terpaksa, baik secara swadaya maupun dikoordinir Pemerintah telah meninggalkan tempat kehidupan semula, karena terancam keselamatan dan keamanannya atau adanya rasa ketakutan sebagai akibat bencana.

4. Surat Keterangan Pencatatan Sipil adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota yang diberikan kepada pengungsi dan penduduk korban bencana di daerah, yang isinya menjelaskan tentang terjadinya peristiwa kelahiran, kematian, perkawinan dan perceraian sebagai pengganti sementara atas akta cacatan sipil yang hilang karena bencana.

5. Penduduk korban bencana di daerah adalah penduduk suatu wilayah yang mengalami bencana dan kehilangan surat-surat tanda identitas penduduk namun tidak pindah ke daerah lain.

6. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh perang, alam ulah/perbuatan manusia, dan penyebab lainnya, yang dapat mengakibatkan korban dan penderitaan manusia, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, kerusakan sarana prasarana dan fasilitas umum, serta menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan dan penghidupan masyarakat.

BAB II

PEMBERIAN SURAT KETERANGAN PENGGANTI DOKUMEN PENDUDUK

Bagian Pertama


Pendataan dan Penerbitan Surat Keterangan
Pengganti Dokumen Penduduk

Pasal 2

(1) Dalam hal pengganti peristiwa bencana, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib melakukan pendataan dan memberikan pelayanan penerbitan Surat Keterangan Pengganti Dokumen Penduduk.

(2) Surat Keterangan Pengganti Dokumen Penduduk terdiri atas Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil yang diberikan secara cuma-cuma kepada pengungsi dan penduduk korban bencana.

Bagian Kedua


Prosedur Penerbitan
Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas

Pasal 3

(1) Pengungsi dan penduduk korban bencana di daerah mengisi formulir pendataan dan surat pernyataan kehilangan dokumen penduduk sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan II Peraturan ini.

(2) Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap isi formulir pendataan dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan mencocokannya dengan data penduduk Pemerintah Kabupaten/ Kota setempat.

(3) Dalam hal terdapat kesesuaian antara Isi formulir pendataan dan surat pernyataan dengan data penduduk Pemerintah Kabupaten/Kota setempat, maka Pemerintah Kabupaten/Kota menerbitkan Kartu Tanda Penduduk.

(4) Dalam hal tidak terdapat kesesuaian antara isi formulir pendataan dan surat pernyataan dengan data penduduk Pemerintah Kabupaten/Kota setempat, maka Pemerintah Kabupaten/Kota memberikan SKPTI sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Peraturan ini.

Pasal 4

(1) SKPTI diberikan sebagai pengganti tanda identitas kependudukan sementara bagi pengungsi dan penduduk korban bencana di daerah yang kehilangan dokumen identitas penduduk. 

(2) SKPTI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai persyaratan untuk pengurusan dokumen penduduk berupa Kartu Tanda Penduduk (KIP) dan Kartu Keluarga (KK) dari Kabupaten/Kota tempat pengungsi dan penduduk korban bencana di daerah tersebut akan bertempat tinggal tetap.

Pasal 5

(1) SKPTI berlaku selama 1(satu) tahun sejak diterbitkan.

(2) SKPTI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku lagi apabila KTP telah diterbitkan.

Pasal 6

SKPTI ditandatangani oleh Kepala Dinas/Badan/Kantor yang menangani Administrasi Kependudukan atas nama Bupati/Walikota setempat.

Bagian Ketiga

Prosedur Penerbitan Surat Keterangan Pencatatan Sipil

Pasal 7

Pengungsi dan penduduk korban bencana di daerah yang membutuhkan Surat Keterangan Pencatatan Sipil mengisi formulir pendataan dan surat pernyataan kehilangan dokumen penduduk sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan II Peraturan ini.

Pasal 8

Pengungsi dan penduduk korban bencana di daerah yang telah mengisi formulir dan menyerahkan surat pernyataan kehilangan dokumen penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 memperoleh Surat Keterangan Pencatatan Sipil sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV Peraturan ini.

Pasal 9

(1) Surat Keterangan Pencatatan Sipil diberikan sebagai pengganti akta catatan sipil sementara bagi pengungsi dan penduduk korban bencana di daerah yang kehilangan akta catatan sipil.

(2) Surat Keterangan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai persyaratan untuk pengurusan akta catatan sipil berupa Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan dan Akta Perceraian dari Kabupaten/Kota tempat pengungsi dan penduduk korban bencana di daerah tersebut akan bertempat tinggal tetap.

Pasal 10

(1) Surat Keterangan Pencatatan Sipil berlaku selama 1 (satu) tahun sejak diterbitkan.

(2) Surat Keterangan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku lagi apabila Akta Catatan Sipil telah diterbitkan.

Pasal 11

Surat Keterangan Pencatatan Sipil ditandatangani oleh Kepala Dinas/Badan/Kantor yang menangani Administrasi Kependudukan atas nama Bupati/Walikota setempat.

BAB III

PELAKSANAAN PENDATAAN PENGUNGSI DAN PENDUDUK KORBAN BENCANA DI DAERAH

Pasal 12

(1) Pendataan pengungsi dan penduduk korban bencana dilakukan oleh Unit Kerja Pemerintah Kabupaten/Kota yang menangani urusan Administrasi Kependudukan.
(2) Pemerintah dan Pemerintah Provinsi membantu kelancaran pelaksanaan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV
PENGADAAN BLANGKO SKPTI DAN FORMULIR

Pasal 13

(1) Pengadaan blangko SKPTI dan formulir pendataan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

 (2)
Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dapat membantu pengadaan blangko dan formulir pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB V
PENDANAAN

Pasal 14

(1) Pendanaan pelaksanaan pendataan pengungsi dan penduduk korban bencana di daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);

(2) Pendanaan pelaksanaan pendataan pengungsi dan penduduk korban bencana di daerah dapat dibantu oleh Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dan sumber​-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 24 Pebruari 2005

MENTERI DALAM NEGERI,

                   ttd

      H. MOH. MA’RUF
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